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Pemnberian Remisi, Grasi dan Pembebasan Bersyarat kepada sejumlah Narapidana kasus
Korupsi sudah sesuai dengan Hukum dan prinsip-prinsip HAM yang universal

Kebijakan Pemberian Remisi pada tanggal 17 Agustus 2010, dan Grasi serta Pembebasan Bersyarat yang
telah diberikan kepada sejumlah narapidana sampai dengan bulan Agustus 2010, didasarkan atas
pertimbangan-pertimbangan berikut:

Pertama, prinsip-prinsip universal HAM yang termuat dalam Resolusi Sidang Majelis Umum PBB tahun
1990 mengamanatkan bahwa setiap Narapidana harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip
kehormatan dan kemuliaan manusia yang universal. Setiap narapidana harus terbebas dari segala bentuk
diskriminasi dengan alasan etnis, agama, latar belakang budaya, termasuk jenis kasus pidananya.

Hak narapidana untuk memperoleh remisi telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun
1995 Tentang Pemasyarakatan: Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi),
sesuai dengan prinsip-prinsip HAM internasional yang dicantumkan dalam berbagai konvensi. Sedangkan
hak narapidana untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, Pasal
14 ayat {1} huruf k UU No. 12 Thn 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 55 ayat (1) huruf b PP. No. 31 Thn
1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 43 s.d. 48 PP. No. 32
Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP, No. 28
Tahun 2006 Tentang Perubahan PP. No. 32 Tahun 1999,

Terkait dengan pemberian grasi diatur dalam UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi yang memberikan
kewenangan pada Presiden untuk memberikan pengampunan berupa perubahan, peringanan,
pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana seseorang dengan pertimbangan Mahkamah Agung
{MA).

Kedua, syarat-syarat pemberian remisi adalah : berkelakuan baik dan sudah menjaiani pidana lebih dari 6
(enam) bulan. Sedangkan untuk Narapidana Kasus Terorisme, Narkotika dan Psikotropika, Korupsi,
Kejahatan terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan HAM Berat dan Kejahatan Transnasional
terorganisasi lainnya dengan syarat tambahan telah menjalani 1/3 masa pidana (Psl. 34 PP. 28 Tahun
2006).

Syarat-syarat pemberian Pembebasan Bersyarat : telah menjalani 2/3 masa pidana sekurang-kurangnya 9
{sembilan) bulan setelah dikurangi remisi yang diperoleh, berkelakuan baik, dan tidak tersangkut perkara
lain. Pemberian Pembebasan Bersyarat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari sidang TPP (Tim
Pengamat Pemasyarakatan) pada tingkat UPT, Kanwil, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk
kasus tindak pidana umum. Sedangkan untuk narapidana sebagaimana diatur dalam PP. 28 Tahun 2006
disidangkan dalam TPP Khusus yang keanggotaanya terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian Rl (Densus 88/Anti Teror).

Jumlah penerima remisi pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Nasional
) . -
Jumlah Jenis Tindak Penerima :::c:i ::1_:‘1: Jumlah Persentase
Narapidana Pidana Remisi {RU.1) Remisi (RU.2) Keseluruhan
Umum 43.309 4.289 47,598 56,86 %
Teroris 53 - 53 0,06 %
Korupsi 330 11 341 0,40 %
83.703 Narkotika dan 11,96 %
Psikotropika 9.547 466 10.013
Transnasional 373 22 395 0,47 %
TOTAL 53.612 A789 EQ ana £O 3300




2.

DKI Jakarta

Habis Pidana

Jumiah Jenis Tindak Penerima Remisi Jumlah
Narapidana Pidana {RU.1) Pokak karena Keseluruhan
P ) Remisi (RU.2)

Umum 1.998 292 2.290

Teroris 8 - 8

Korupsi 38 - 38

Narkotika dan

5.983

Psikotropika 820 = s

Transnasional 6 - 6
TOTAL 2.870 371 3.241

1. Nasional
- Penerima Persentase
Jumiah lenis Tindak ene
. ) Pembebasan
Narapidana Pidana
Bersyarat
Umum 7.844 53,05 %
Teroris 18 0,12 %
Korupsi 318 2,15 %
83.703 Na.rkotlka.dan 6.560 44,36 %
Psikotropika
Transnasional 46 0,32 %
TOTAL 14.786
2. DKt Jakarta
) Persentase
jumlah Jenis Tindak Penerima
i N Pembebasan
Narapidana Pidana
Bersyarat
Umum 426 25,77 %
Teroris - -
Korupsi 18 1,08 %
5.983 Narkotika dan 1700 7315 %

Jumlah penerima Pembebasan Bersyarat pada tahun 2010 (s/d Agustus 2010) adalah sebagai berikut :




